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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN WAKATOBI 
TAHUN 2013 

                              
   PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

       NOMOR 13 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI WAKATOBI,  
Menimbang :  a.  bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Wakatobi 

sebagai daerah otonom, telah berdampak pada 
semakin pesatnya perkembangan bangunan, 
permukiman  maupun jalan sebagai sarana lalu lintas 
penduduk; 

  b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk 
memperoleh informasi identitas jalan dan bangunan, 
perlu dilakukan penataan dengan pemberian nama 
terhadap jalan dan penomoran terhadap bangunan 
yang ada; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan 
Jalan dan Penomoran Bangunan; 

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4655); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5103); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 
Nomor 19); 

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi 
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Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN WAKATOBI 

dan 

BUPATI WAKATOBI  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN 
DAN PENOMORAN BANGUNAN. 

 
BAB I   

KETENTUAN UMUM   
 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 
bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 
yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas  yang berada pada permukaan 
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 
jalan lori dan jalan kabel. 

6. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 
jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, 
dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.   

7. Jalan provinsi adalah jalan kolektor  dalam sistem jaringan jalan 
primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 
kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan  jalan 
strategis provinsi. 

8. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 
primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 
kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan 
pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum 
dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan 
jalan strategis kabupaten. 

9. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan 
dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

10. Gang adalah tempat lalu lintas darat, yang karena ukuran maupun 
kondisi lingkungannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 
empat. 
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